
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI BARITO SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  

NOMOR  47 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN  KEWENANGAN 

PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DI BIDANG 
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI BARITO SELATAN 

 
Menimbang 
 

: a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan, 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar 
berdaya guna dan berhasil guna ; 
 

b.   bahwa untuk kelancaran pemberian dan penandatangan Perizinan 
di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang telah 
diserahkan pengurusannya ke Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Barito Selatan, sesuai Peraturan Bupati 
Nomor 28 Tahun 2010 sebagian Kewenangan pengurusan,perlu 
untuk dilimpahkan kembali ke Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Barito Selatan ;    

 
c.  bahwa mengacu pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito 
Selatan dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan penandatanganan 
Perizinan di Bidang Perhubungan,  Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Barito Selatan ;  

 
d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b 
dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito 
Selatan. 
    

 
Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711 

Kalimantan Tengah 
Telp. ( 0525 ) 21001 Fax. ( 0525 ) 21500 

 
 

 
  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mengingat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 

 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tangkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) ; 
  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 2009 
Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang  
Nomor  43  Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;  
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) 
sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

  
Undang-Undang   Nomor   33   Tahun  2004   tentang  
Perimbangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 
 
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun  2009   
tentang  Pajak    Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 
 
Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005   tentang   
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ;  
 
Peraturan   Pemerintah   Nomor   65   Tahun   2005   tentang   
Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal ;   
 
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2002 
tentang Retribusi, Perizinan dan Persyaratan Teknis Kapal Perairan 
Pedalaman (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 
2002 Nomor 8) ; 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 
2002 tentang Retribusi, Perizinan Usaha Perfilman Usaha 
Informasi Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Tahun 2002 Nomor 15) ;    
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11. 
 
 
 

 
 
12. 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
15. 
 

 

 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan 
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 1) ; 
 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11) ;  
 
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Barito Selatan; (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Nomor 4) ;  
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 694) ;  
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 

Terpadu di Daerah ;    
   

 

 
 
Menetapkan 

 
 
: 

MEMUTUSKAN : 
 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PENGURUSAN DAN PENANDATANGAN PERIZINAN DI BIDANG 
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 

 

Pasal I 
 

(1) Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan di 
Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Tahun 2009 Nomor 26) diubah sebagai berikut : 

 
Jenis-Jenis Perizinan yang dilimpahkan kembali kewenangannya kepada Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan meliputi ; 

 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 

Izin Angkutan Barang Khusus Perairan Pedalaman ;  
Izin Play Station ; 
Izin Game Zone ( Permainan Ketangkasan ) ; 
Izin Stasiun Penyiaran Radio ; 
Izin Stasiun Penyiaran / Tranmisi TV ; 
Izin Perusahaan Percetakan dan Perusahaan Pers ; 
Izin Warung Telekomunikasi ( Wartel ) ; 
Izin Warung Internet ( Warnet ) ; 
Izin Merubah Warna Kendaraan. 
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Pasal II 
 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ditetapkan di Buntok 
Pada tanggal 4 September 2013 
 

BUPATI BARITO SELATAN, 
 

TTD 
 

M. FARID YUSRAN 

Diundangkan di Buntok 
Pada tanggal 4 September  2013 
 

Plt.SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BARITO SELATAN, 
 

TTD 
 

EDI KRISTIANTO 


